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No.823, 2011 KEMENTERIAN KESEHATAN. Pelayanan
Kesehatan Haji. Pedoman.

PERATURAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 2407/MENKES/PER/XII/2011

TENTANG

PELAYANAN KESEHATAN HAJI

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi risiko kematian dan
kesakitan jemaah haji Indonesia perlu diberikan
pelayanan kesehatan di embarkasi, debarkasi, dan
rumah sakit rujukan haji, serta selama dan setelah
masa operasional haji;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan
Peraturan Menteri Kesehatan tentang Pelayanan
Kesehatan Haji;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang
Karantina Udara (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2475);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang
Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2373);

3. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang
Praktik Kedokteran (Lembaran Negara Republik
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Indonesia Tahun 2004 Nomor 116, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4431);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437)
sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan
Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004
tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4844);

5. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang
Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 60,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4845);

6. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang
Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5063);

7. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang
Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5072);

8. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991
tentang Pedoman Penanggulangan Wabah Penyakit
Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3447);

9. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Urusan Haji sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor
119 Tahun 1998 tentang Perubahan Kedua Atas
Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang
Penyelenggaraan Urusan Haji;

10. Keputusan Menteri Agama Nomor 371 Tahun 2002
tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umrah
sebagaimana telah diubah dengan Keputusan
Menteri Agama Nomor 393 Tahun 2006 tentang
Perubahan Atas Keputusan Menteri Agama Nomor
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371 Tahun 2002 tentang Penyelenggaraan Ibadah
Haji dan Umrah;

11. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 424/
MENKES/SK/IV/2007 tentang Pedoman Upaya
Kesehatan Pelabuhan Dalam Rangka Karantina
Kesehatan;

12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 356/MENKES/
PER/IV/2008 tentang Organisasi Dan Tata Kerja
Kantor Kesehatan Pelabuhan;

13. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/
SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan
Kesehatan Haji Indonesia;

14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 706/
MENKES/PER/IV/2011 tentang Rekrutmen Petugas
Kesehatan Haji Indonesia;

15. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor
1144/MENKES/PER/VIII/2010 tentang
Organisasi Dan Tata Kerja Kementerian
Kesehatan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI KESEHATAN TENTANG
PELAYANAN KESEHATAN HAJI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri Kesehatan ini yang dimaksud dengan:

1. Pelayanan Kesehatan Haji adalah pemeriksaan, perawatan, dan
pemeliharaan kesehatan Jemaah Haji.

2. Jemaah Haji adalah warga negara Indonesia yang beragama Islam
yang telah mendaftarkan diri untuk menunaikan Ibadah Haji sesuai
persyaratan yang ditetapkan.

3. Embarkasi adalah tempat pemberangkatan dan keberangkatan
Jemaah Haji, sesuai ketetapan Menteri Agama.

4. Embarkasi Antara adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji
sebelum keberangkatannya di Embarkasi, sesuai ketetapan Menteri
Agama.

5. Debarkasi adalah tempat kedatangan Jemaah Haji, sesuai ketetapan
Menteri Agama.
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6. Debarkasi Antara adalah tempat pemberangkatan Jemaah Haji
sebelum kedatangannya di Debarkasi, sesuai ketetapan Menteri
Agama.

7. Pemberangkatan adalah tahapan persiapan perjalanan haji Jemaah
Haji yang dimulai saat masuk asrama haji sampai dengan bandara
keberangkatan, meliputi kegiatan layanan keimigrasian dan karantina
kesehatan.

8. Keberangkatan adalah tahapan pengangkutan Jemaah Haji yang
dimulai saat masuk bandara keberangkatan pesawat penerbangan haji
menuju ke Arab Saudi.

9. Masa Embarkasi adalah masa operasional pemberangkatan dan
keberangkatan Jemaah Haji ke Arab Saudi dengan tenggat waktu
mulai dan akhir sesuai jadual yang ditetapkan oleh Kementerian
Agama.

10. Masa Debarkasi adalah masa operasional kedatangan Jemaah Haji
dari Arab Saudi dengan tenggat waktu mulai dan akhir sesuai jadwal
yang ditetapkan Kementerian Agama.

11. Rumah Sakit Rujukan Haji adalah rumah sakit yang ditetapkan
sebagai sarana rujukan bagi Jemaah Haji oleh Menteri Kesehatan.

12. Pascaoperasional adalah masa penyelenggaraan fungsi layanan
kedatangan Jemaah Haji dari Arab Saudi di luar masa operasional
haji.

Pasal 2

Pelayanan Kesehatan Haji bertujuan untuk memberikan pemeriksaan,
perawatan, dan pemeliharaan kesehatan Jemaah Haji yang sebaik-baiknya
melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan terpadu dalam rangka
terlaksananya kesehatan Jemaah Haji.

BAB II

TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

(1) Kementerian Kesehatan bertanggungjawab dalam pelaksanaan tugas
pembinaan dan pelayanan kesehatan Jemaah Haji, baik pada saat
persiapan maupun pelaksanaan.

(2) Pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus selalu
ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu dan memberikan
dukungan operasional kesehatan dengan menyediakan pelayanan
kesehatan terhadap Jemaah Haji yang membutuhkan di Embarkasi,
Debarkasi, dan Rumah Sakit Rujukan Haji, serta selama dan setelah
masa operasional haji.
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BAB III

PELAYANAN KESEHATAN EMBARKASI DAN DEBARKASI

Pasal 4

(1) Pelayanan kesehatan yang diberikan di Embarkasi dan Debarkasi
meliputi:

a. pelayanan rawat jalan;

b. pelayanan rawat darurat;

c. pelayanan rawat sehari;

d. pelayanan rujukan/evakuasi;

e. pemeriksaan laboratorium dan penunjang; atau

f. pelayanan vaksinasi;

(2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
oleh dokter dan/atau tenaga kesehatan yang kompeten dan
berwenang.

Pasal 5

Pelayanan rawat darurat diberikan di lapangan maupun pada fasilitas
pelayanan kesehatan dalam lingkup wilayah kewenangan Panitia
Penyelenggara Ibadah Haji (PPIH) Bidang Kesehatan Embarkasi dan
Debarkasi.

Pasal 6

Pelayanan rawat sehari diberikan bagi Jemaah Haji dalam rangka
pemulihan kondisi kesehatan untuk kasus-kasus tertentu yang masih
memungkinkan untuk diberangkatkan.

Pasal 7

(1) Dalam hal terjadi kegawatan medik pada Jemaah Haji saat perjalanan
dari asrama haji ke bandara keberangkatan atau dari bandara
kedatangan ke asrama haji, Jemaah Haji tersebut dapat dirujuk ke
rumah sakit terdekat.

(2) Tenaga kesehatan pada Embarkasi atau Debarkasi yang menangani
Jemaah Haji yang dirujuk sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
bertanggungjawab atas administrasi klaim rujukan.

Pasal 8

Pemeriksaan laboratorium dan penunjang dilaksanakan untuk penegakan
diagnostik berdasarkan indikasi medis.
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